SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI/DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang a. bahwa seiring dengan Hari Ulang Tahun Bhayangkara
ke-72 Tahun 2018 dan berdasarkan ketentuan Pasal
17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pajak Kendaraan Bermotor serta ketentuan Pasal 25
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Gubernur memberikan
penghapusan/pemutihan atau pengurangan sanksi/
denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) Tahun

Mengingat

2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur

tentang

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/ Denda Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor II Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
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Kabupaten




Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
018/PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
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Menetapkan :

10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 49) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN  SANKSI/DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
II TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

3. Pajak Daerah yang sclanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



10.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaran beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan
motor yang dioperasikan di atas air.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut
bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin
trayek atau izin tidak dalam trayek.

Pajak Kendaran Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau
badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum didalam
bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan
Kendaraan Bermotor.

Penguasaan adalah Penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan
bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan
yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah
termasuk hibah wasiat dan hadia, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

BAB II
JENIS PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI/DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II

Bagian Kesatu
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/Denda
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor meliputi:

a.

kendaraan bermotor roda 2 (dua) terdiri dari:

1. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi; dan
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b.

2. kendaraan bermotor milik dinas.
kendaraan bermotor roda 4 (empat) terdiri dari:

1. kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi;
2. kendaraan bermotor milik dinas; dan
3. kendaraan bermotor angkutan umum.

Bagian Kedua
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/Denda
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 3

Ketetapan penghapusan/pemutihan atau pengurangan sanksi/denda PKB
meliputi:

a.

kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun dibebaskan tunggakan dendanya;

kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)
tahun dikenakan denda 1 (satu) tahun; dan

kendaraan yang memiliki tunggakan PKB 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) tahun dikenakan denda 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Penghapusan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II)

Pasal 4

Penghapusan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II)
meliputi:

a.
b.

penghapusan pembayaran BBN-KB II sebesar 100% (seratus persen);

penghapusan pembayaran BBN-KB II kepemilikan ke-2 (dua) dan
seterusnya yang bernomor polisi Provinsi Papua Barat dan bernomor
polisi luar daerah Provinsi Papua Barat; dan

penghapusan pembayaran BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b tidak mengurangi kewajiban membayar PKB.

BAB III
BATAS WAKTU

Pasal 5

Batas waktu penghapusan/pemutihan atau pengurangan sanksi/denda PKB
dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku
mulai pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Juli 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 61.




